GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 18 TAHUN 2025
TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF FISKAL BERUPAPENGURANGAN TARIF
PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR ALAT PERALATAN

Menimbang :

Mengingat

PERTAHANAN DAN KEAMANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

bahwa bahan bakar minyak merupakan komoditas vital
yang menguasai hajat hidup orang banyak dan kegiatan
perekonomian, sehingga perlu ditetapkan kebijakan
Pemerintah Daerah terkait insentif perpajakan dalam
rangka meningkatkan kestabilan ekonomi dan sosial serta
menjaga keterjangkauan masyarakat atas bahan bakar
minyak;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) dan ayat
(3) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, pemberian insentif fiskal
ditetapkan dan Peraturan Gubernur;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Pemberian Insentif Fiskal Berupa
Pengurangan Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan
Bermotor Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6865);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang
Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5317) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6642);

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5594) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun
2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6642);

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6881);
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Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu
Atap Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 6) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2025
tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 5
Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi
Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 7);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
157);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2018
tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1852);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi
Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 3);

Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2016 tentang
Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, Badan
Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita
Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor
74);

Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2024 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi
Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN INSENTIF

FISKAL BERUPA PENGURANGAN TARIF PAJAK BAHAN BAKAR
KENDARAAN BERMOTOR ALAT PERALATAN PERTAHANAN DAN
KEAMANAN.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

i
2.

Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.

Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera
Selatan.
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Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah
kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan
secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah
bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan yang
selanjutnya disebut Alpalhankam adalah segala alat
perlengkapan untuk mendukung pertahanan Negara serta
keamanan dan ketertiban masyarakat.

Wajib Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang
selanjutnya disebut Wajib Pajak PBBKB adalah orang
pribadi atau Badan penyedia Bahan Bakar Kendaraan
Bermotor yang menyerahkan Bahan Bakar Kendaraan
Bermotor yang telah memenuhi syarat dan telah
ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah
produsen dan/atau importir bahan bakar Kendaraan
Bermotor, baik untuk dijual maupun untuk digunakan
sendiri.

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya
disingkat PBBKB adalah Pajak atas penggunaan bahan
bakar Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.

Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya
disingkat BBKB adalah semua jenis bahan bakar cair atau
gas yang digunakan untuk Kendaraan Bermotor dan Alat
Berat.

Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda
beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis
jalan darat atau kendaraan bermotor yang dioperasikan di
air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor
atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah
suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak
kendaraan bermotor yang bersangkutan.

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK PAJAK BAHAN BAKAR
KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 2

Objek PBBKB Alpalhankam Kementerian Pertahanan dan
Tentara Nasional Indonesia adalah penyerahan BBKB oleh
penyedia BBKB kepada konsumen atau pengguna
Kendaraan  Bermotor yang  dipergunakan  untuk
operasional:

a. Alpalhankam utama meliputi:

tank;

panser;

kendaraan angkut;

kendaraan penarik meriam;

kendaraan patroli khusus truk/bagian dari truk
tempur dan angkut hewan;

kendaraan penarik radar;

kendaraan komando;

kendaraan taktis;
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kendaraan patroli roda dua dengan kapasitas
silinder di atas 350 cc (tiga ratus lima puluh cubic
centimeter);

kendaraan penarik produk pesawat terbang (fixed
wings, rotary wings dan pesawat terbang tanpa
awak);

alat berat khusus (alat berat zeni/alberzi serta alat
berat lain yang ditetapkan);

kendaraan penjinak ranjau;

radar darat;

radar laut dan radar udara;

radar perlengkapan bermesin; dan

kapal atas air dan kapal selam.

b. Penunjang Alpalhankam meliputi:

1
2
3.
4

5.

ambulan;

landing craft vehicle personel (Icvp);
landing craft machine (lcm);
hidrofoil; dan

kapal rumah sakit.

(2) BBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

S e a0 o

solar;

pertalite;

pertamax;

pertamax plus;

pertamina dex;

bahan bakar gas;

gasoline; dan

BBKB lainnya yang sejenis.

Pasal 3

(1) Subjek PBBKB yang mendapatkan insentif fiskal berupa
pengurangan tarif PBBKB Alpalhankam Kementerian
Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia adalah Wajib
Pajak dan/atau Penyedia BBKB lainnya di Provinsi.

(2) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. badan usaha niaga migas (bumn); dan
b. badan usaha niaga migas (swasta).

BAB III
PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 4

(1) Gubernur memberikan insentif fiskal berupa pengurangan
tarif PBBKB dari 7,5% (tujuh koma lima persen) menjadi 2%
(dua persen).

(2) Insentif
khusus

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
untuk kendaraan Alpalhankam Kementerian

Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia dengan cara
penyesuaian pada sistem pemungutan dan Tarif Pajak.
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BAB IV
JANGKA WAKTU

Pasal 5

Pemberian Insentif Fiskal berupa pengurangan tarif PBBKB
Alpalhankam Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan
khusus untuk pembelian dan/atau penjualan BBKB dan
berlaku pada saat diundangkan sampai dengan tanggal 31
Desember 2025.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 30 Juni 2025

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

Diundangkan di Palembang

pada tanggal 1 Juli 2025
SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI SUMAT SELATAN,

EDWARD CANDRA

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 21
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